BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2024
2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024 dan Capaian Renstra  Dinas Pendidikan.
Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berbasis pada evidence base. Artinya bahwa perencanaan harus beranjak pada permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan serta  memperhatikan capaian-capaian target tahun sebelumnya apakah sudah tercapai atau belum dan bagaimana capaian-capaian pada tahun berjalan. Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan   Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJPM dan RKPD pada pasal 126 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal renja Perangkat Daerah selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Salah satu pertimbangan dalam penyusnan renja Dinas Pendidikan adalah adalah adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pendidikan. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidenfikasi sejauh mana kerberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.
Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi rencana kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan guna penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan  untuk tahun 2026. Selain itu evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun lalu (Tahun 2024) dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026. 

Evaluasi rencana kerja dimaksud meliputi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja yang diwujudkan dengan pencapaian kinerja (indikator kinerja utama) yang sudah diperjanjikan di awal tahun 2024 beserta realisasi pendukung anggarannya.
Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan dinas Pendidikan
	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator
	
	Target Tahun

	
	
	
	
	Baseline 2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM
	Meningkat-katkan intelektuali-tas dan karakter peserta didik serta mewujudkan pemajuan kebudayaan

	
	Indeks SPM Pendidikan
	72.21
	74.46
	76.66
	78.21
	80.66
	82.20
	84,34

	
	
	
	Indeks Pemajuan Kebudayaan
	-
	30
	35
	40
	45
	50
	60

	
	
	Meningkatnya  kualitas pelayanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
	65.03
	72.03
	74.03
	76.03
	79.03
	80,00
	81,00

	
	
	
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi  dalam pendidikan SD dan SMP
	98,85
	98,96
	99,06
	99,17
	99,28
	99,38
	99,43

	
	
	
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
	15.68
	17,78
	20,88
	23.97
	25,07
	27,17
	30,00

	
	
	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman
	Persentase warisan budaya yang dilestarikan
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	65

	
	
	
	Persentase kesenian tradisional dan sejarah yang dilestarikan dan dikembangkan
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	65

	
	
	
	Jumlah museum
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2024.

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET

	
	
	
	

	1
	2
	3
	5

	1
	Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi  AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan
	Nilai Evaluasi AKIP
	A

	2
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan
	APK PAUD


	55%

	
	
	APK SD/MI
	103,05%

	
	
	APK SMP/MTs
	98,45%

	
	
	APM SD/MI
	93,42%

	
	
	APM SMP/MTs
	87,84%

	
	
	Angka Partisipasi   Sekolah SD/MI
	90,97%

	
	
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs
	74,75%

	
	
	Angka Putus Sekolah SD/MI
	0,27%

	
	
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs
	0,22%

	
	
	SD/MI Kondisi Bangunan Baik
	94%

	
	
	SMP/MTs Kondisi dan SMA/SMK/MA Bangunan Baik
	96%

	
	
	Rasio Ketersediaan
Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar
	100,00%

	
	
	Guru Yang Bersertifikat Pendidik SD/MI
	82%

	
	
	Guru Yang Bersertifikat Pendidik SMP/MTs
	87%

	3


	Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya
	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
	1 cagar budaya

	
	
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
	1 cagar budaya

	
	
	Jumlah sanggar seni tradisional yang sudah terverifikasi 
	10


Tabel 3. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan  Tahun 2024
	No.
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA SASARAN
	TARGET
	Realisasi
	Capaian (%)

	1.
	Meningkatnya pelayanan publik , nilai evaluasi
AKIP

dan Pengelolaan
Aset serta Keuangan
	Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Pendidikan
	A
	B
	70

	2.
	Meningkatnya Kualitas
	APM SD/MI/Sederajat
	93,42
	94,96
	101,65

	
	Sumber
Daya
	APM SMP/MTs/Paket A
	87,84
	81,82
	93,15

	
	Pendidikan
	APK PAUD
	55,00
	62,57
	113,76

	
	
	APK SD/MI/Paket A
	103,05
	101,02
	98,03

	
	
	APK SMP/MTs/Paket B
	98,45
	92,55
	94,00

	
	
	APS SD/MI/Paket A
	90.97
	99,85
	109,76

	
	
	APS SMP/MTs/Paket B
	74,75
	97,8
	130,83

	
	
	Angka
putus
sekolah
	0,27
	1,26
	466,66

	
	
	SD/MI
	
	
	

	
	
	Angka
putus
sekolah
	0,22
	3,73
	1.695

	
	
	SMP/MTs
	
	
	

	
	
	Kondisi bangunan baik
	94
	96,00
	102,13

	
	
	SD/MI
	
	
	

	
	
	Kondisi bangunan baik SMP/MTs
	96
	96,00
	100

	
	
	
	
	
	

	
	
	  Rasio
Ketersediaan
	100
	100
	100

	
	
	Sekolah atau Penduduk
	
	
	

	
	
	Usia Sekolah Dasar
	
	
	

	
	
	Guru
berkualifikasi
	73,4
	94,034
	128,11

	
	
	S1/D4
	
	
	

	
	
	Guru SD/MI Bersertifikasi
	82
	47,74
	58,22



	
	
	Guru SMP/MTs
	87
	56,02
	64,39

	
	
	  Bersertifikasi
	
	
	

	3
	Meningkatnya Pelestarian budaya dan peran pelaku budaya
	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
	1
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	Jumlah Cagar Budaya
	1
	0
	0

	
	
	yang di kelola secara
	
	
	

	
	
	terpadu
	
	
	

	
	
	Jumlah
Sanggar
seni
Tradisional yang sudah terverifikasi
	10
	10
	100


Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing indikator yang melebihi target adalah Angka Partisipasi Murni SD/MI yakni sebesar 94,96 % dari target 93,42 %, Angka Partisipasi Kasar PAUD yakni sebesar 62,57 % dari target sebesar 55,00 %, Angka Partisipasi Sekolah SD/MI yakni sebesar 99,85% dari target 90,97 %, Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs yakni sebesar 97,80% dari target 74,75 %, Kondisi Bangunan Baik SD/MI yakni sebesar 96% dari target 94% dan guru berkualifikasi S1/D4 sebesar 94.,03 % dari target sebesar 73,4 %.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk indikator yang mencapai target adalah Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs yakni sebesar 96%, Rasio Ketersediaan  Sekolah yakni sebesar 100%, dan jumlah sanggar seni tradisional yang sudah terverifikasi sebanyak 10 buah.

Sementara Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk indikator yang belum mencapai target adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs yakni sebesar 81,82 % dari target 87,84 %, Angka Partisipasi Kasar SD/MI yakni sebesar 101,02 % dari target 103,05 %, Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs yakni sebesar 92,55 % dari target 98,45%. Persentase guru SD bersertifikat pendidik yakni sebesar 47,74 % dari target 82,00%, Persentase guru SMP bersertifikat pendidik yakni sebesar 56,02 % dari target 87%.
Penjelasan mengenai evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:.

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan pengelolaan aset serta keuangan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan merupakan salah satu OPD yang memberikan layanan secara internal maupun eksternal. Layanan internal mencakup bagaimana tugas dan tata kelola di Dinas Pendidikan bisa berjalan dnegan baik, sedangkan layanan eksternal mencakup kepengurusan pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap bidang di Dinas Pendidikan, yaitu:

1. Bidang Pembinanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal melaksanakan tugas pelayanan untuk:
a. Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

b. Pendirian Kursus

c. Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

d. Perpanjangan Ijin PKBM/Lembaga Penyelenggaraan Kejar Paket A,B, dan C

e. Program Paket A, B, dan C

2.
Bidang Pembinaan Ketenagaan, melaksanakan tugas pelayanan untuk:

a. Kelengkapan Penerbitan Surat Pernyataan Melakukan Tugas

b. Kelengkapan Penerbitan Sertifikasi Nomor Pokok Sekolah Nasional

c. Kelengkapan Penerbitan Penilaian Angka Kredit

d. Pengurusan Surat Keputusan Tambahan Penghasilan Guru

3.
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, melaksanakan tugas pelayanan untuk:

a. Surat Keterangan Pindah Rayon SD/SMP

b. Kesalahan Penulisan Ijazah

c. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Kehilangan

d. Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan SD/SMP

e. Penerimaan PPDB

4.
Sekretariat, melaksanakan tugas pelayanan untuk:

a. Pengajuan Ijin belajar 

b. Pengajuan ijin penelitian

c. Pengajuan ijin cuti

d. Pengajuan usul kenaikan pangkat

e. Legalisir ijazah.
Keberhasilan layanan di Dinas pendidikan dapat dilihat dari jumlah layanan yang terselesaikan dari masing-masing jenis layanan di diatas. Berikut ditampilkan tabel jenis layanan yang terselesaikan di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai:
Tabel 4: Jumlah Layanan yang terselesaikan di Dinas Pendidikan Tahun 2024
	No
	Jenis Layanan
	Jumlah Layanan
	Jumlah Layanan terselesaikan
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	SEKRETARIAT
	
	
	

	1
	Pengajuan Ijin belajar 
	8
	8
	100%

	2
	Pengajuan ijin penelitian
	3
	3
	100%

	3
	Pengajuan ijin cuti
	126
	126
	100%

	4
	Pengajuan usul kenaikan pangkat
	35
	35
	100%

	5
	Legalisir ijazah
	250
	250
	100%

	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	
	
	

	1
	Kesalahan penulisan Ijazah
	3
	3
	100%

	2
	Kerusakan Ijazah
	1
	1
	100%

	3
	Kehilangan ijazah/pengganti ijazah
	9
	9
	100%

	4
	Pindah masuk
	11
	11
	100%

	5
	Pindah keluar
	45
	45
	100%

	6
	Perpanjangani Izin Operasional Satuan Pendidikan SD
	2
	2
	100%

	7
	Perpanjangani Izin Operasional Satuan Pendidikan SMP
	2
	2
	100%

	8
	Pelayanan informasi PPDB/SPMB
	30
	30
	100%

	9
	Pelayanan informasi tentang PIP
	10
	10
	100%

	10
	Pelayanan terkait pengesahan kurikulum SD
	80
	80
	100%

	11
	Pelayanan terkait pengesahan kurikulum SD
	21
	21
	100%

	Bidang Pembinaan Ketenagaan
	
	
	

	1
	Penerbitan Surat Pernyataan Melakukan Tugas
	49
	49
	100%

	2
	Penerbitan Sertifikasi Nomor Pokok Sekolah Nasional
	2
	2
	100%

	
	Pelayanan tambahan penghasilan guru
	273
	273
	

	3
	Pelayanan PTK baru
	159
	159
	100%

	4
	Pengurusan Surat Keputusan Tambahan Penghasilan Guru (PNS dan P3K)
	2
	2
	100%

	Pembinanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	
	
	

	1
	Perpanjangan ijin PAUD
	20
	20
	100%

	2
	Pemberian ijin operasional pendidikan Nonformal/Kursus
	1
	1
	100%

	3
	Perpanjangan Ijin PKBM/Lembaga Penyelenggaraan Kejar Paket A,B, dan C 
	2
	2
	100%

	4
	Surat Keterangan pengganti Iazajah Pendidikan Nonformal
	2
	2
	100%

	5
	Surat Keterangan keabsahan Ijazah
	71
	71
	100%

	6
	Surat Keterangan Kesalahan penulisan Ijazah 
	2
	2
	100%

	Jumlah
	1.219
	1.219
	100%


Sumber: Data diolah Dinas Pendidikan Tahun 2025

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua jenis layanan di dinas pendidikan Kota Tanjungbalai sepanjang tahun 2024 terlaksana 100 persen.

Selanjutnya keberhasilan sasaran 1 meningkatnya pelayanan publik, nilai evalusi AKIP Dinas Pendidikan diukur dari capaian nilai evaluasi AKIP Dinas pendidikan.
Tabel 5. Analisis Pencapaian Sasaran 1
	No
	Indikator Kinerja
	Tahun 2024
	Capaian (%)

	
	
	Target (%)
	Realisasi (%)
	

	1.
	Nilai Evaluasi AKIP

	A
	B
	70 %


Nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Tahun 2024 peroleh predikat B (baik) dengan perolehan nilai sebesar 70,66. Kondisi ini belum mencapai target sebagaimana ditetapkan namun telah terjadi kemajuan dengan meningkatnya poin penilaian pengukuran kinerja dari tahun sebelumnya. Persoalan pencapaian sasaran ini, dinas pendidikan masih lemah dalam hal perencanaan, pembinaan dan pelaporan hasil kerja yang sudah dilaksanakan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan
Sumber daya pendidikan dinilai dari meningkatnya sistem maaejemen pelayanan di semua jenjang PAUD, SD, SMP dan kesetaraan, terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana layanan pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Keberhasilan sasaran 2 diukur dari capaian indikator: Rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, APK SD/MI, APK SMP/MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A, APS SMP/MTs, Angka Putus Sekolah SD/MI, Angka Putus Sekolah SMP/MTs, Kondisi Bangunan Baik SD/MI, Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs, Rasio Ketersediaan Sekolah, Guru Yang Bersertifikat Pendidik SD/MI, Guru Yang Bersertifikat SMP/MTs, Angka Pendidikan yang ditamatkan, Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan SD, Angka Kelulusan SD/MI, Angka Kelulusan SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA, Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.
Tabel 6. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan
	No.
	INDIKATOR KINERJA SASARAN
	TARGET
	Realisasi
	Capaian (%)

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

	APM SD/MI/Sederajat 

APM SMP/MTs/Paket A 

APK PAUD 

APK SD/MI/Paket A 

APK SMP/MTs/Paket B 

APS SD/MI/Paket A 

APS SMP/MTs/Paket B
Angka putus sekolah SD/MI 

Angka putus sekolah SMP/MTs 

Kondisi bangunan baik SD/MI 

Kondisi bangunan baik SMP/MTs
Rasio Ketersediaan Sekolah atau Penduduk Usia Sekolah Dasar
Guru berkualifikasi S1/D4
Guru SD/MI Bersertifikasi
Guru SMP/MTs Bersertifikasi
	93,42
87,84
55,00
103,05
98,45
90.97
74,75
0,27
0,22
94
96
100
73,4
82
87
	94,96
81,82
62,57
101,02
92,55
99,85
97,8
1,26
3,73
96,00
96,00
100
94,034
47,74
56,02
	101,65
93,15
113,76
98,03
94.00
109,76
130,83
466,66
1.695,45 102,13
100
100
128,11
58,22
64,39




Sasaran 3: Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya
Dinas Pendidikan selain mengampu urusan pendidikan juga melaksanakan urusan kebudayaan. Indikator keberhasilan sasaran meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya beserta target dan capaiannya dapat dilihat dari indikator benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu yang mana capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 7. Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya
	No.
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA SASARAN
	TARGET
	Realisasi
	Capaian (%)

	3
	Meningkatnya pelestarian
budaya dan
peran

pelaku budaya
	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi
	1
	0
	0

	
	
	Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara Terpadu
	1
	0
	0

	
	
	Jumlah Sanggar seni Tradsional yang sudah Terverifikasi
	10
	10
	100


Pengarusutamaan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan karena pendidikan sejatinya merupakan upaya strategis dalam rangka membangun bangsa dan manusia Indonesia yang berjati diri dan berkarakter. Pendidikan karakter adalah titik temu antara pendidikan dan kebudayaan dalam upaya tersebut. Dalam pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivitas atau pembudayaan karakter dimaksud.
Kota Tanjungbalai baru mengawali pemajuan kebudayaan ini 3 (tiga) tahun terakhir dan sudah menyusun dokumen Pokok-Pokok Pikiran Budaya yang ke depan sebagai upaya untuk meningkatkan pelestarian budaya dan peran pelaku budaya. Keberhasilan sasaran ini saat ini baru dilihat dari jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi , jumlah cagar budaya yang di kelola secara terpadu serta jumlah sanggar seni tradisional yang sudah terverifikasi. Untuk indikator pertama dan kedua belum terealisasi dikarenakan minimnya anggaran serta belum adanya penetapan cagar budaya sedangkan untuk indikator jumlah Sanggar seni tradisional yang sudah terverifikasi sebanyak 10 (sepuluh) sanggar atau 100,00 persen.
Selain itu, upaya pemajuan kebudayaan pada tahun 2024 telah dilakukan inventarisasi awal objek-objek yang diduga cagar budaya untuk selanjutnya pada tahun 2025 dilakukan pendaftaran dan penetapan cagar budaya di Kota Tanjungbalai yang akan dilakukan oleh Tim ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Utara.
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Dari Tabel di atas diketahui bahwa Dinas pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) urusan yakni urusan pendidikan dan urusan kebudayaan. Untuk urusan pendidikan Dinas pendidikan melaksanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan …sub kegiatan. Sedangkan untuk urusan kebudayaan Dinas pendidikan melaksanakan 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan total anggaran yang dikelola sebesar Rp.151.368..994.163.- dan terealisasi sebesar Rp.147.135.524.451.84 atau sebesar 97,20 persen.

Dari keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ini, terdapat kinerja yang telah mencapai target  dimana penjelasannya sebagai berikut:

A.
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
3. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A
4. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B
5. Kondisi Bangunan Baik SD/MI
6. Angka Pendidikan yang Ditamatkan
7. Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs
8. Rasio Ketersediaan Sekolah
9. Guru berualifikasi S1/D4
10. Jumlah sanggar seni tradisional yang sudag terverifikasi.
B.
Faktor-faktor penyebab  terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 
Beberapa faktor penyebab target kinerja telah memenuhi  target yang direncanakan adalah kesadaran orang tua untuk menyekolahkan putra putrinya semakin meningkat, semakin membaiknya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di Sekolah Dasar Negeri serta di dukung juga dengan tersedianya sekolah sekolah swasta di Kota Tanjungbalai. Adanya bantuan bagi siswa miskin sehingga mereka berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga lulus sekolah.
C.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; 

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dimana berdasarkan indikator kegiatan telah ditetapkan target kinerja OPD dalam kerangka pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya indikator yang tidak tercapai pada tahun  anggaran yang telah ditetapkan menimbulkan implikasi perlambatan dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, dan kedepan diharapkan adanya inovasi percepatan dalam pencapaian terget kinerja tersebut dengan dukungan pengambil kebijakan serta mencermati kembali sebagai masukan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya.
Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan Tahun 2024 serta target dan proyeksi pencapaian tahun 2025 tertera pada Tabel 2.1 pada lampiran dokumen ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Jenis pelayanan dasar untuk Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai terdiri dari: Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini,  Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar, Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Keberhasilan tentang pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai yang terdiri dari pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan. 

Secara yuridis formal, penataan kelembagaan Dinas Pendidikan Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.
Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dibawah pimpinan seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang pendidikan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilaksanankan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.
Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan, dan bidang ketenagaan; 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan, dan bidang ketenagaan; 
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan, dan bidang ketenagaan; 
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan; 
5. Pelaksanaan penetapan kebijakan operasional pendidikan kota selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan; 
7. Pemberian kajian teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
8. Penerbitan dan/atau perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini-Kelompok Bermain (PAUD-KB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 
9. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; 
10. Pelaksanaan penyediaan sistem informasi manajemen pendidikan kota; 
11. Pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan; 
12. Pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 
13. Pemberian rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan; 
14. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan skala kota
15. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
16. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 
17. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kota; 
18. Pengelolaan kebudayaan masyarakat Kota Tanjungbalai;
19. Pelestarian tradisi yang dianut masyarakat Kota Tanjungbalai; 
20. Pembinaan lembaga adat di Kota Tanjungbalai; 
21. Pembinaan kesenian masyarakat Kota Tanjungbalai; 
22. Pembinaan sejarah lokal Kota Tanjungbalai; 
23. Penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota; 
24. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
25. Pengelolaan museum kota; 
26. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
27. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan; 
28. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai bidang tugas dan fungsi dinas; dan 
29. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.
Gambar 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
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Keseluruhan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan yang ditargetkan tahun 2021-2026, realisasi capaiannya tahun 2024 telah dijelaskan sebelumnya serta proyeksi untuk tahun 2025-2026  dirangkum pada tabel 7.

Tabel. 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
	o
	Indikator
	Target Renstra Dinas Pendidikan
	Realisasi Capaian 
	Proyeksi
	Catatan Analisis

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	Nilai LAKIP Dinas Pendidikan
	B
	A
	A
	A
	A
	BB
	BB
	BB
	B
	BB
	BB
	 

	2
	APK PAUD
	       7,96 
	53
	54
	55
	56
	51,50
	52,04
	59,18
	62,57
	63,00 
	65,00 
	 

	3
	APK SD/MI
	100,50
	102,96
	103,02
	103,05
	103,07
	102,51
	101,00
	100,00
	101,02
	103,07 
	103,10 
	 

	4
	APK SMP/MTs
	99,35
	98,37
	98,40
	98,45
	98,61
	84,68
	98,15
	91,35
	92,55
	98,61 
	98,74 
	 

	5
	APM SD/MI
	91,28
	93,26
	93.30
	93,42
	93,56
	90,64
	93,50
	93,90
	94,96
	95,00
	96,00 
	 

	6
	APM SMP/MTs
	77.11
	87,45
	87,62
	87,84
	88,02
	78,43
	87,32
	71,82
	81,82
	88,02 
	88,50 
	 

	7
	Angka Partisipasi   Sekolah SD/MI
	 
	90,75
	90.86
	90,97
	91,05
	 
	 
	99,85
	99,85
	100,00 
	100,00 
	 

	8
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs
	 
	96,60
	74,68
	74,75
	74,88
	 
	 
	97,80
	97,80
	100 ,00
	100,00 
	 

	9
	Angka Putus Sekolah SD/MI
	0,35
	0,30
	0,28
	0,27
	0,26
	0,12
	0,50
	0,26
	1,26
	0,26 
	0,25 
	 

	10
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs
	0,40
	0,25
	0,23
	0,22
	0,21
	0,49
	0,10
	2,01
	3,73
	0,21 
	0,20 
	 

	11
	SD/MI Kondisi Bangunan Baik
	90,00
	90,00
	92,00
	94,00
	95,00
	81,00
	95,00
	-
	63,00
	68,00
	70,00
	 

	12
	SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik
	90,00
	92,00
	94,00
	96,00
	97,00
	81,00
	95,00
	-
	63,00
	68,00
	70,00
	 

	13
	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00 
	100,00 
	 

	14
	Guru berkualifikasi S1/D4
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	98,00
	100,00
	99,30
	100,00
	100,00 
	100,00 
	 

	15
	Guru Yang Bersertifikat Pendidik SD/MI
	76,30
	80,00
	81,00
	82,00
	83,00
	49,00
	86,00
	81,70
	47,74
	83,00 
	84,00 
	 

	16
	Guru Yang Bersertifikat Pendidik SMP/MTs
	76,30
	85,00
	86,00
	87,00
	88,00
	58,00
	98,00
	56,02
	84,49
	88,00 
	89,00 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Begitu pula yang temuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. 

Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Kualitas pendidikan saat ini memiliki peranan dalam mewujudkan kota Tanjungbalai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis..

Bertumpu pada keyakinan pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan daerah, Dinas Pendidikan diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Oleh karenanya Dinas Pendidikan dituntut selalu berupaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Namun dalam mewujudkan cita-cita tersebut, beberapa permasalahan bidang pendidikan tengah dihadapi dan memerlukan tindakan kolaboratif agar tidak menjadi penghalang dalam proses perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dalam menghadapi beberapa isu strategis yang akan menjadi muatan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan baik yang bersifat negative maupun positif serta mempertimbangkan kebijakan isu prioritas pembangunan pendidikan nasional sebagaimana Surat Menteri Pendidikan Dasar  dan Menengah Nomor: 1422/MDM.A/PR.07.05/2025, tanggal 24 April 2025 tentang prioritas pembangunan pendidikan. Isu dimaksud meliputi: 1) Penerapan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat; 2) Dukungan terhadap Program Makan Bergizi gratis; 3) Program Pembangunan dan Revitalisasi Sekolah; 4) Digitalisasi Sekolah; 5) Pembelajaran Mendalam (Deep Learning); 6)  Sekolah Model Transformatif; 7) Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah; 8) Wajib Belajar 13 Tahun dan 9) Ketercukupan dan Kelayakan Tenaga pendidik dan kependidikan. 
Berdasarkan hal ini, maka ditetapkan isu pembangunan pendidikan Kota Tanjungbalai adalah sebegai berikut:

1. Wajib Belajar 13 Tahun.
Pencanangan kebijakan wajib belajar 13 tahun dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mengenyam pendidikan minimal hingga tingkat SMA/SMK/MA sederajat termasuk pendidikan pra sekolah. Upaya ini juga dimaksudkan untuk pemenuhan hak anak dalam pendidikan, Kesehatan, gizi dan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini sangat diperlukan mengingat angka rata-rata lama sekolah Kota Tanjungbalai saat ini baru mencapai 9,8 tahun. Wajib belajar 13 tahun diperlukan dalam rangka peningkatan SDM Kota Tanjungbalai dimana diharapkan penduduk Kota Tanjungbalai minimal berpendidikan SLTA plus 1 tahun PAUD.
2. Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa untuk mewujudkan SDM yang unggul kunci utamanya adalah guru. Keberadaan guru mutlak bagi proses pendidikan karena perannya sebagai pengajar, fasilitator, motivator, pembimbing, motivator, inovator dan peran lainnya. Oleh karena itu, guru wajib dipenuhi kecukupannya, ditata distribusinya, ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya, serta diperhatikan kesejahteraannya agar tujuan pendidikan ke depan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.
3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan.  Sarana dimaksud berupa bahan pembelajaran, alat pembelajaran dan perlengkapan, sedangkan prasarana terdiri atas : Lahan, bangunan dan ruang yang penyediaannya dapat dilakukan secara mandiri (satuan pendidikan) maupun dari berbagai sumber (pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain). Rehablitasi dan revitalisasi satuan pendidikan menjadi fokus utama selain pemenuhan mebiler dan pemenuhan jamban sehat.

4. Penguatan pendidikan karakter dan upaya Kesehatan sekolah
Pendidikan di era kekinian membutuhkan penguatan pendidikan akhlaq dan budi pekerti sebagai pondasi utama proses pembelajaran. Pemenuhan guru bimbingan dan konseling, penguatan materi karakter kepada guru sebagai sumber belajar,  nilai-nilai keteladanan dan penerapan pembiasaan anak hebat akan menjadi prioritas. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan hidup di masa depan meski minimnya pemahaman dan kesadaran serta dukungan dari berbagai pihak akan mejadi tantangannya. 

Selain itu upaya kesehatan sekolah sebagai penunjang utama pembelajaran akan menjadi perhatian mengingat generasi sehat sebagai salah satu prasyarat membentuk generasi cerdas Upaya ini akan dilakukan memalui penciptaan lingkungan sekolah yang bersih dengan didukung sanitasi yang baik serta penguatan pemahaman akan keamanan konsumsi pangan kepada warga sekolah
5. Digitalisasi Sekolah
Perkembangan teknologi informasi membawa dampak perubahan dalam transformasi pendidikan. Penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era modern.  Mulai dari proses pembelajaran hingga manajemen sekolah yang   mencakup penggunaan perangkat digital, platform pembelajaran online, sistem manajemen sekolah berbasis digital, pustaka digital, dan peningkatan keterampilan digital. Tantang terbesar terkait isu ini adalah keterbatasan ketersediaan perangkat dan infrastruktur digital yang memadai di sekolah-sekolah, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan digital guru dan siswa serta keterbatasan anggaran.

Selanjutnya beberapa permasalahan bidang pendidikan yang tengah dihadapi dan memerlukan tindakan kolaboratif agar tidak menjadi penghalang dalam proses perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penataan guru (kualifikasi, kompetensi, distribusi dan kesejahteraan) belum optimal.
Dilihat dari jumlah guru PAUD yang ada di Kota Tanjungbalai masih terdapat banyak guru yang belum menyelesaikan S-1. Penyelenggaraan PAUD masih memanfaatkan guru-guru yang hanya  tamat SMA. Masih rendahnya persentase guru yang bersertifikat. Dari sisi jumlah, guru Pendidikan Dasar di kota Tanjungbalai juga masih kurang baik tingkat SD maupun SMP. 
2. Masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah
Jumlah anak putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya anak kurang mampu yang belum dapat bersekolah dikarenakan beberapa hal diantaranya: tidak mencukupinya day atamung ruang kelas, alasan ekonomi, alasan keluarga dan alasan social lainnya.

3. Prestasi siswa belum maksimal
      Mutu siswa di Kota Tanjungbalai masih rendah diindikasikan dengan masih minimnya /perolehan prestasi para siswa dengan kegiatan OSN, O2SN dan FLS2N dan Kompetisi lainnya pada tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini juga terkait dengan kurangnya motivasi orang tua siswa/masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah umum. Disamping itu lulusan Pendidikan masyarakat (non formal) seperti kursus dan PKBM belum maksimal dapat diserap dalam pasar tenaga kerja.

4. Kondisi sarana dan prasarana  dalam kondisi baik masih kurang.
Kondisi fisik bangunan satuan pendidikan sebesar lebih kurang 65 % dalam kondisi rusak sedang dan sebesar 35 % rusak berat. Ketersediaan mobiler juga masih berkekurangan lebih kurang sebanyak 5.000 set. Belum semua satuan pendidikan memiliki ketersediaan jamban dan air bersih. 
5. Masih rendahnya pengintegrasian urusan kebudayaan kedalam Dinas Pendidikan
Urusan kebudayaan yang menjadi kewenagan pemerintah daerah meliputi bagaimana objek-objek pemajuan kebudayaan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 3 Pemajuan Kebudayaan berasaskan Toleransi, Keberagaman, Kelokalan, Lintas Wilayah, partisipasi, manfaat, kebebasan Berekspresi, kesederajatan dan gotong royong. Selanjutnya yang termaktub dalam Objek-objek pemajuan kebudayaan meliputi: pengembangan tenaga kebudayaan, upaya pengembangan dan pelestarian sejarah serta  nilai-nilai budaya, serta perumusan kebijakan kebudayan tingkat daerah, pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, penguatan Diplomasi budaya, dan pengembangan SDM Pranata Kebudayaan yang bertujuan dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals (SDG’s). saat ini upaya.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal  RKPD
Target utama dalam Rencana Program dan Prioritas pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai di bidang pendidikan adalah mewujudkan pendidikan yang mudah, murah, terjangkau dan berkualitas sesuai slogan pendidikan bermutu untuk semua. Selanjutnya  review program/kegiatan Dinas Pendidikan sampai dengan Tahun 2026 terhadap rancangan awal RKPD 2026 disajikan pada Tabel 2.4.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan tahun 2026 dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi pelayanan pendidikan adalah kegiatan terkait urusan kebudayaan yakni pelaksanaan hari jadi dan keikutsertaan lomba kreasi PAUD di ajang Provinsi Sumatera Utara dan nasional.

Tabel 8. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Volume
	Catatan

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Program pengembangan kebudayaan
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